
   
 

 
 
 

 
 
 

 
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR 

KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN ESELON III DI 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 
 

Menimbang : a.   bahwa untuk memberikan kepastian hukum dengan 
adanya kondisi dan lingkungan kerja di Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

memiliki dinamika tinggi, membutuhkan pedoman 
mengenai standar kompetensi jabatan dan uraian jabatan 
yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi; 

  b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap 
standar kompetensi jabatan dan uraian jabatan, perlu 

mencabut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II 

dan Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II 

dan Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

 
Mengingat : 1.  Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

144); 
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2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 112); 

 
  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2011 
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL 

ESELON II DAN ESELON III DI LEMBAGA KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 

Pasal 1  

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi 

Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2  

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

  
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal                  Д 

 

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 

Ѽ 

 

 
DHAHANA PUTRA 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR       Ж 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Desember 2025 
 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

Œ 
 
 

SARAH SADIQA 
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